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Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Perda No. 2 Tahun 2015 tentang retribusi wisata
selancar di Kabupaten Kepulauan Mentawai serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi hambatan maupun
peluang dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan
desain deskriptif. Informan ditentukan melalui purposive sampling yang melibatkan pejabat Dinas Pariwisata, petugas
lapangan, pemilik resort, dan wisatawan. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan
studi dokumentasi, kemudian dianalisis secara interaktif melalui proses reduksi data, penyajian data, penarikan
kesimpulan, dan interpretasi temuan. Keabsahan data diperkuat dengan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa implementasi Perda No. 2 Tahun 2015 memiliki potensi strategis dalam meningkatkan
PAD, namun realisasinya masih terkendala oleh lemahnya koordinasi antar pemangku kepentingan, keterbatasan
kapasitas sumber daya manusia, minimnya alokasi pendanaan, rendahnya partisipasi masyarakat, terbatasnya
infrastruktur, lemahnya penegakan hukum, serta kurang optimalnya strategi promosi pariwisata berbasis digital.
Meskipun demikian, peluang pengembangan sektor wisata selancar tetap terbuka luas apabila hambatan tersebut dapat
diatasi melalui solusi yang tepat, seperti penguatan koordinasi, peningkatan kapasitas SDM, optimalisasi pendanaan,
pemberdayaan masyarakat lokal, perbaikan infrastruktur, penegakan hukum yang lebih konsisten, serta pemanfaatan
media digital untuk promosi.

Katakunci: Implementasi Kebijakan, Retribusi Wisata Selancar, PAD, Kabupaten Kepulauan Mentawai
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Pendahuluan

Kepulauan Mentawai dikenal sebagai salah satu destinasi selancar terbaik di dunia
yang setiap tahunnya menarik ribuan wisatawan mancanegara.(Norma Idene et al., 2025)
Potensi pariwisata selancar yang ditawarkan melalui ombak kelas dunia seperti Lance’s
Right, Macaronis, dan Hollow Trees tidak hanya menjadi daya tarik internasional, tetapi
juga berperan penting sebagai penggerak perekonomian lokal.(Erfinda et al., 2024)
Kehadiran wisatawan selancar telah menciptakan peluang usaha bagi masyarakat melalui
penyediaan jasa akomodasi, transportasi, dan pemandu wisata, sehingga menjadikan
sektor ini sebagai salah satu andalan dalam pembangunan daerah.(Adibrata et al., 2023;
Islahuddin et al., 2022)

Dalam konteks otonomi daerah, pemerintah daerah dituntut untuk lebih kreatif
dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi pajak dan
retribusi.(Mulya, 2024; Yunus et al.,, 2017) Sejalan dengan itu, Pemerintah Kabupaten
Kepulauan Mentawai menetapkan Peraturan Daerah (Perda) No. 2 Tahun 2015 tentang
Pemanfaatan dan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Selancar sebagai dasar hukum dalam
pemungutan retribusi selancar.(Fadhilah et al, 2023; Sulthani, 2019) Kebijakan ini
menjadikan Mentawai sebagai satu-satunya daerah di Indonesia yang menerapkan
retribusi selancar sebagai sumber PAD.(Salim et al., 2024)

Namun, meskipun memiliki potensi besar, realisasi retribusi selancar belum
konsisten memenuhi target yang ditetapkan. Data menunjukkan bahwa dari tahun 2016
hingga 2020, hanya pada tahun 2018 realisasi penerimaan retribusi selancar yang
melampaui target, sedangkan pada tahun-tahun lainnya cenderung berada di bawah target.
Kondisi ini diperburuk dengan adanya pandemi COVID-19 yang menyebabkan target
penerimaan 2020 harus diturunkan signifikan. Fakta ini menunjukkan adanya
permasalahan dalam implementasi kebijakan retribusi selancar, baik dari sisi regulasi,
mekanisme pemungutan, maupun faktor eksternal yang memengaruhi jumlah kunjungan
wisatawan.

Selain itu, berdasarkan Peta Kapasitas Fiskal Daerah dari Kementerian Keuangan,
Kabupaten Kepulauan Mentawai masih tergolong memiliki kapasitas fiskal rendah
meskipun menyandang status destinasi wisata internasional.(Dwi, 2017; Safitri, 2023) Hal
ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara potensi yang tersedia dengan realisasi
penerimaan PAD. Dengan demikian, efektivitas implementasi Perda No. 2 Tahun 2015
menjadi isu penting yang perlu dikaji lebih lanjut untuk menilai sejauh mana kebijakan
tersebut mampu mendukung peningkatan PAD dan kesejahteraan masyarakat lokal.

Kajian mengenai implementasi retribusi selancar di Kepulauan Mentawai telah
mendapat perhatian dari berbagai peneliti dalam beberapa tahun terakhir. Pakan (2022)
meneliti persepsi masyarakat lokal di Siberut terhadap kebijakan retribusi selancar dengan
pendekatan etnografis. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kebijakan tersebut tidak
hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga merekonstruksi makna ombak sebagai
sumber daya, sekaligus mengungkap ketidaksesuaian antara narasi pembangunan yang
diusung pemerintah dan realitas praktik di lapangan.! Selanjutnya, laporan investigatif dari
FigurNews (2024) menemukan bahwa meskipun dana retribusi surfing telah digunakan
untuk berbagai program pembangunan, seperti pos pengawas pantai, pusat informasi
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wisata, pelatihan homestay, hingga infrastruktur jalan dan kesehatan, namun transparansi
dalam pengelolaannya masih dipertanyakan masyarakat.? Hal serupa ditegaskan oleh
Efison (2023) yang menyoroti bahwa Desa Silabu, sebagai lokasi spot selancar internasional
Macaronis, belum memperoleh manfaat ekonomi signifikan dari penerapan retribusi.?
Kontribusi retribusi yang seharusnya masuk ke desa bahkan dikemas dalam bentuk
“sumbangan” untuk menghindari kewajiban legal formal, sementara rancangan peraturan
desa terkait belum terealisasi. Terakhir, laporan SasarainaFM (2025) menegaskan adanya
potensi besar PAD dari retribusi selancar, yang dapat mencapai miliaran rupiah per tahun.
Namun, praktik penghindaran pungutan oleh wisatawan dan penyedia layanan wisata,
seperti mengaku bukan peselancar atau tinggal di kapal agar terhindar dari pajak,
menyebabkan kebocoran pendapatan daerah yang cukup signifikan.

Dari kajian tersebut terlihat bahwa penelitian sebelumnya lebih banyak menyoroti
persoalan persepsi masyarakat, transparansi penggunaan dana, keterbatasan manfaat di
tingkat lokal, dan potensi kebocoran penerimaan daerah. Namun, belum banyak penelitian
yang secara khusus menganalisis efektivitas implementasi Perda No. 2 Tahun 2015 dalam
kaitannya dengan kontribusi nyata retribusi selancar terhadap peningkatan PAD.
Kekosongan inilah yang menjadi dasar penting bagi penelitian ini untuk memberikan
analisis lebih mendalam mengenai sejauh mana kebijakan tersebut mampu mendukung
pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Perda No. 2 Tahun 2015
tentang Pemanfaatan dan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Selancar di Kabupaten
Kepulauan Mentawai, menilai kontribusinya terhadap peningkatan Pendapatan Asli
Daerah (PAD), serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi kendala maupun
pendukung dalam pelaksanaannya. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat
memperkaya kajian mengenai kebijakan fiskal daerah berbasis pariwisata dan memberikan
kontribusi dalam literatur tentang optimalisasi PAD. Secara praktis, hasil penelitian ini
bermanfaat bagi pemerintah daerah dalam memperbaiki mekanisme pemungutan retribusi,
bagi masyarakat lokal sebagai dasar memperjuangkan manfaat ekonomi yang lebih
inklusif, serta bagi pembuat kebijakan nasional sebagai referensi dalam merancang regulasi
serupa di daerah lain yang memiliki potensi wisata unggulan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini difokuskan untuk mengkaji implementasi
Perda No. 2 Tahun 2015 tentang Pemanfaatan dan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Selancar,
khususnya dalam kontribusinya terhadap peningkatan PAD Kabupaten Kepulauan
Mentawai.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif untuk
menggambarkan implementasi kebijakan pemungutan retribusi selancar di Kabupaten
Kepulauan Mentawai. Informan dipilih secara purposive sampling yang melibatkan pejabat
Dinas Pariwisata, petugas lapangan, pemilik resort, dan wisatawan. Data dikumpulkan
melalui wawancara mendalam, observasi langsung, serta studi dokumentasi. Analisis data
dilakukan secara interaktif melalui reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan,
dan interpretasi temuan. Keabsahan data diperkuat dengan triangulasi sumber dan
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triangulasi teknik, sehingga hasil penelitian dapat menggambarkan fenomena secara valid
dan komprehensif.

Riset ini penting dilaksanakan, karena meskipun pariwisata selancar Mentawai
memiliki potensi besar sebagai sumber PAD, implementasi retribusinya masih menghadapi
masalah transparansi, keterbatasan manfaat bagi masyarakat, dan kebocoran penerimaan
daerah. Penelitian ini diperlukan untuk menilai efektivitas Perda No. 2 Tahun 2015 serta
memberikan saran perbaikan mekanisme pemungutan, peningkatan partisipasi
masyarakat, dan penguatan kebijakan agar lebih inklusif dan berkelanjutan.

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan analisis terhadap implementasi Perda No. 2 Tahun 2015 tentang
retribusi wisata selancar di Kabupaten Kepulauan Mentawai, ditemukan bahwa kebijakan
ini memiliki potensi besar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun
demikian, realisasinya masih menghadapi berbagai hambatan yang mengurangi efektivitas
pelaksanaannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi antar pemangku
kepentingan, baik pemerintah daerah, dinas terkait, pelaku usaha pariwisata, maupun
masyarakat, belum berjalan optimal sehingga berdampak pada kurang sinkronnya
pelaksanaan kebijakan di lapangan. Selain itu, keterbatasan kapasitas sumber daya
manusia, khususnya dalam hal manajemen pariwisata dan pelayanan wisatawan, turut
menghambat kualitas pengelolaan destinasi. Banyak tenaga kerja lokal yang belum
memiliki keterampilan teknis dan manajerial yang memadai untuk mendukung
pengembangan sektor ini. Dari sisi pendanaan, alokasi anggaran yang diberikan
pemerintah daerah masih relatif terbatas sehingga pembangunan infrastruktur dan
program promosi pariwisata belum dapat dilaksanakan secara maksimal.(Joni Anwar,
personal communication, 2025)

Di sisi lain, partisipasi masyarakat lokal juga masih rendah karena kurangnya
pemahaman tentang manfaat langsung pariwisata terhadap kesejahteraan mereka,
sehingga keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan destinasi wisata belum
signifikan.(Rafael Sarimurat, personal communication, 2025) Infrastruktur dasar seperti
akses jalan, fasilitas umum, dan sarana pendukung wisata selancar masih perlu banyak
perbaikan karena keterbatasan tersebut mengurangi kenyamanan wisatawan dan
menurunkan daya tarik destinasi. Hambatan lain juga terlihat pada aspek penegakan
hukum terhadap pelanggaran Perda yang masih lemah akibat pengawasan lapangan yang
belum konsisten, sehingga masih ditemukan praktik-praktik yang merugikan daerah.
Selain itu, strategi promosi dan pemasaran pariwisata belum memanfaatkan media digital
secara optimal, padahal pendekatan ini terbukti efektif dalam menjangkau wisatawan
mancanegara yang menjadi target utama pariwisata selancar di Mentawai.(Krisdianto,
personal communication, 2025)

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Perda No. 2
Tahun 2015 belum sepenuhnya efektif dalam meningkatkan PAD. Meski demikian,
terdapat peluang besar untuk mengoptimalkan kebijakan ini melalui penguatan koordinasi
antar pihak, peningkatan kapasitas SDM, perbaikan infrastruktur, penegakan hukum yang
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lebih tegas, serta strategi promosi berbasis digital. Jika solusi-solusi tersebut diterapkan
secara konsisten, maka sektor wisata selancar di Mentawai berpotensi menjadi salah satu
pilar utama peningkatan PAD sekaligus mendorong kesejahteraan masyarakat daerah.

Pembahasan
Geografi Daerah Wisata Kepulauan Mentawai

Kepulauan Mentawai merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Barat
yang berada di lepas pantai Samudra Hindia, sekitar 150 km dari Kota Padang. Secara
geografis, Kepulauan Mentawai terletak pada koordinat 0°55'-3°01" Lintang Selatan dan
98°35’-100°40" Bujur Timur. Kabupaten ini terdiri atas lebih dari 70 pulau besar dan kecil,
dengan empat pulau utama, yaitu Pulau Siberut, Pulau Sipora, Pulau Pagai Utara, dan
Pulau Pagai Selatan.

Luas wilayah Kepulauan Mentawai mencapai + 6.000 km? dengan garis pantai
sepanjang ratusan kilometer yang dikelilingi lautan luas. Kondisi geografis ini menjadikan
Mentawai kaya akan potensi bahari, keanekaragaman hayati, serta keindahan alam yang
masih alami. Topografi daerah sebagian besar berupa perbukitan dan hutan tropis lebat,
dengan iklim tropis basah yang dipengaruhi angin laut, sehingga sangat mendukung
potensi ekowisata.

Selain potensi alam, Kepulauan Mentawai juga memiliki masyarakat adat dengan
kebudayaan yang khas, salah satunya masyarakat Suku Mentawai yang terkenal dengan
tato tradisional dan rumah adat uma. Keberagaman potensi geografis dan budaya ini
menjadi dasar pengembangan pariwisata di daerah Mentawai.

Gambar 1. Pendataan Turis untuk Masuk Tempat Wisata

Kepulauan Mentawai merupakan salah satu destinasi wisata unggulan di Provinsi
Sumatera Barat yang terletak di Samudra Hindia.(Setiawati et al., n.d.; Simanjuntak et al.,
2021) Keindahan alam, kekayaan budaya, serta ombak laut yang mendunia menjadikan
Mentawai dikenal sebagai “Surga Wisata Bahari dan Selancar”. Berdasarkan kondisi
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geografisnya, destinasi wisata di Kepulauan Mentawai dapat dikelompokkan menjadi
empat jenis utama, yaitu wisata bahari dan selancar, wisata alam, wisata budaya, serta
wisata minat khusus.(Iwan, personal communication, 2025)

Gambar;z. Aktivités Pelancar di Wisata Bahari Mantawai

Pertama, wisata bahari dan selancar.

Kepulauan Mentawai sudah dikenal luas oleh wisatawan mancanegara, terutama
bagi para pecinta olahraga selancar.(Antoni Busri, 2023) Ombak di kawasan ini termasuk
salah satu yang terbaik di dunia karena memiliki ketinggian, kekuatan, dan kestabilan yang
mendukung aktivitas surfing sepanjang tahun. Beberapa lokasi terkenal di antaranya
berada di Pulau Sipora dengan spot selancar seperti Telescopes, Scarecrows, dan
Iceland.(Masjhoer, 2019) Sementara itu, Pulau Siberut menawarkan spot menantang seperti
Playgrounds, Bankvaults, dan Nipussi. Tidak kalah menarik, Pulau Pagai Utara dikenal
dengan Macaronis yang disebut-sebut sebagai salah satu ombak terbaik dunia. Di sisi lain,
Pulau Pagai Selatan memiliki spot favorit seperti Rags Left dan Lighthouse. Keunggulan
utama wisata bahari dan selancar ini adalah menjadi magnet bagi wisatawan asing yang
datang khusus untuk menikmati ombak Mentawai.

Kedua, wisata alam.

Selain keindahan pantai dan lautnya, Mentawai juga memiliki kekayaan ekosistem
hutan hujan tropis yang masih alami dan terjaga dengan baik.(Hadi et al., 2024) Salah satu
destinasi utamanya adalah Taman Nasional Siberut yang memiliki luas sekitar 190.000
hektar. Kawasan ini merupakan habitat berbagai satwa endemik, seperti monyet ekor babi
khas Mentawai atau Simakobu, lutung Mentawai, serta beragam spesies burung langka.
Wisatawan yang berkunjung dapat melakukan berbagai aktivitas, seperti trekking,
ekowisata, hingga pengamatan flora dan fauna. Dengan potensi tersebut, wisata alam di
Mentawai sangat cocok untuk wisatawan yang menyukai petualangan dan ekoturisme.

Ketiga, wisata budaya.

Selain pesona alam, Kepulauan Mentawai juga kaya dengan keunikan budaya
lokalnya.(Setiawati et al., 2025) Di pedalaman Pulau Siberut, masyarakat adat masih hidup
dengan tradisi yang kental, termasuk menetap di rumah tradisional yang disebut Uma.
Wisatawan yang berkunjung berkesempatan menyaksikan berbagai atraksi budaya, seperti
tato tradisional khas Mentawai, tarian, serta ritual adat yang disebut punen. Pengalaman
ini memberikan daya tarik tersendiri karena wisatawan dapat merasakan secara langsung
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kehidupan tradisional masyarakat Mentawai yang autentik dan jarang ditemukan di
tempat lain.

Keempat, wisata minat khusus.

Selain selancar dan ekowisata, Mentawai juga menawarkan beragam aktivitas wisata
khusus yang semakin memperkaya pilihan destinasi. Wisata snorkeling dan diving dapat
dilakukan di perairan sekitar Pulau Awera, Katiet, dan Silabu yang terkenal dengan
keindahan terumbu karang serta keanekaragaman biota lautnya. Selain itu, wisatawan juga
dapat menikmati island hopping atau berkeliling pulau-pulau kecil di sekitar Sipora dan
Siberut yang menawarkan panorama tropis dengan pasir putih dan laut biru jernih. Bagi
penggemar olahraga memancing, perairan Mentawai yang kaya ikan laut dalam juga
menjadi lokasi favorit, baik bagi wisatawan lokal maupun mancanegara. Keunggulan dari
wisata minat khusus ini adalah memberikan variasi pengalaman wisata bahari yang tidak
hanya terbatas pada aktivitas selancar.

Implementasi Perda No 2 Tahun 2015 dalam Upaya Peningkatan PAD

Kepulauan Mentawai merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki daya
tarik wisata selancar kelas dunia.(Norma Idene et al., 2025) Ombak Mentawai dikenal
konsisten dan menantang, sehingga menjadi tujuan wutama para peselancar
mancanegara.(Arida, .5.A. dan Rohman, 2019; Dewi, 2022) Kehadiran wisatawan selancar
setiap tahunnya berpotensi besar memberikan dampak ekonomi, baik bagi masyarakat
lokal melalui usaha akomodasi, transportasi, dan jasa pariwisata, maupun bagi pemerintah
daerah melalui penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan potensi tersebut,
sektor pariwisata, khususnya wisata selancar, seharusnya dapat dijadikan salah satu pilar
utama pembangunan daerah.

T~

Gambar 3. Aktivitas Pemungutan Retribusi Selancar di Kepulauan Mentawai Sebagai

upaya untuk mengoptimalkan potensi ini, Pemerintah Kabupaten Kepulauan

Mentawai menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) No. 2 Tahun 2015 tentang
Pemanfaatan
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dan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Selancar. Peraturan ini secara khusus mengatur
mekanisme pemungutan retribusi dari setiap wisatawan yang melakukan kegiatan selancar
di Mentawai. Kebijakan ini mulai diberlakukan pada tahun 2016 dan menjadi salah satu
sumber PAD baru di sektor pariwisata.(Harefa, 2020) Harapannya, melalui kebijakan ini
pemerintah daerah mampu meningkatkan kemandirian fiskal sekaligus mengurangi
ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat.(Iwan, personal
communication, 2025)

Namun, dalam implementasinya kebijakan ini menghadapi berbagai kendala. Data
menunjukkan bahwa realisasi penerimaan retribusi selancar selama periode 2016-2020
tidak stabil dan cenderung tidak memenuhi target yang telah ditetapkan. Hanya pada
tahun 2018, realisasi penerimaan berhasil melampaui target.(Ramayani, personal
communication, 2025) Sementara pada tahun-tahun berikutnya, termasuk masa pandemi
COVID-19, penerimaan retribusi menurun drastis. Bahkan, pandemi menyebabkan target
PAD dari sektor pariwisata harus diturunkan karena terbatasnya kunjungan wisatawan
mancanegara. Fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun memiliki potensi besar, sektor
pariwisata selancar belum mampu berkontribusi optimal terhadap peningkatan PAD.

Permasalahan tersebut dapat ditelusuri dari beberapa faktor. Pertama, dari sisi
regulasi, Perda No. 2 Tahun 2015 mungkin belum sepenuhnya efektif dalam memberikan
kepastian dan kemudahan pelaksanaan di lapangan. Kedua, dari sisi manajemen, terdapat
kendala dalam mekanisme pemungutan retribusi, pengawasan, dan transparansi
pengelolaan. Ketiga, dari sisi eksternal, dukungan masyarakat, pelaku usaha pariwisata,
dan wisatawan masih beragam sehingga menimbulkan kesenjangan dalam penerapan
kebijakan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi yang dimiliki dan
realitas implementasi yang terjadi.

Penelitian terdahulu juga menguatkan bahwa kontribusi pajak dan retribusi daerah
terhadap PAD sangat dipengaruhi oleh kapasitas fiskal daerah dan efektivitas
pengelolaan.(Fildelmat, personal communication, 2025) Beberapa daerah dengan kapasitas
fiskal tinggi mampu memanfaatkan sumber-sumber pajak dan retribusi secara optimal,
sementara daerah dengan kapasitas fiskal rendah cenderung masih bergantung pada dana
transfer dari pemerintah pusat. Kabupaten Kepulauan Mentawai termasuk kategori daerah
dengan kapasitas fiskal rendah, sehingga kemampuan untuk menggali sumber PAD,
termasuk dari retribusi selancar, sangat menentukan arah pembangunan daerah ke depan.

Dengan kondisi tersebut, maka kajian mengenai implementasi Perda No. 2 Tahun
2015 menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini tidak hanya akan menilai sejauh mana
efektivitas kebijakan pemungutan retribusi selancar dalam meningkatkan PAD, tetapi juga
dapat menjadi dasar evaluasi bagi pemerintah daerah. Melalui kajian ini, diharapkan
muncul rekomendasi kebijakan yang dapat memperbaiki kelemahan dalam pelaksanaan,
memperkuat koordinasi dengan pelaku wisata, serta meningkatkan partisipasi masyarakat
lokal dalam mendukung sektor pariwisata. Pada akhirnya, optimalisasi kebijakan retribusi
selancar diharapkan mampu menjadikan pariwisata Mentawai sebagai sektor unggulan
yang berkontribusi signifikan terhadap peningkatan PAD dan kesejahteraan masyarakat.
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Faktor-faktor penghambat implementasi Perda No 2 Tahun 2015 dalam upaya
peningkatan PAD

Dalam implementasi Perda No. 2 Tahun 2015 tentang pengelolaan wisata selancar di
Mentawai, terdapat berbagai hambatan yang memengaruhi efektivitas kebijakan.
Hambatan ini muncul dari aspek internal maupun eksternal, baik dari sisi pemerintah,
masyarakat, maupun kondisi pendukung lainnya.(Joni Anwar, personal communication,
2025) Secara umum, faktor-faktor penghambat tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:
Faktor pertama adalah kurangnya koordinasi antar pihak terkait. Koordinasi antara Dinas
Pariwisata, pemerintah daerah, pengelola destinasi, hingga masyarakat lokal sering kali
belum berjalan dengan baik. Hal ini menyebabkan setiap pihak bekerja sendiri- sendiri
tanpa sinkronisasi yang jelas, sehingga tujuan bersama sulit tercapai. Kurangnya
keterlibatan sektor swasta dalam perencanaan kebijakan juga menambah masalah, karena
mereka kerap hanya dilibatkan di tahap akhir. Akibatnya, banyak aturan yang tidak
dipatuhi secara konsisten di lapangan.
Faktor kedua adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM). Sebagian besar pelaku
usaha wisata di Mentawai, termasuk pemandu, pengelola, dan masyarakat, belum memiliki
keterampilan serta pelatihan memadai dalam pengelolaan wisata selancar. SDM yang
kurang terlatih ini berakibat pada rendahnya kualitas pelayanan dan pengelolaan yang
tidak memperhatikan aspek keberlanjutan. Bahkan, risiko keselamatan wisatawan
meningkat akibat minimnya standar operasional dan pemahaman tentang prosedur
darurat.
Faktor ketiga adalah keterbatasan pendanaan. Pengembangan sektor wisata
membutuhkan anggaran besar, mulai dari infrastruktur, fasilitas keselamatan, hingga
promosi. Namun, alokasi anggaran daerah sering tidak mencukupi. Akibatnya, banyak
program yang tidak bisa berjalan optimal. Tanpa dukungan dana memadai, pengelolaan
wisata selancar di Mentawai tidak dapat berkembang secara maksimal dan berkelanjutan.
Faktor keempat adalah rendahnya partisipasi masyarakat lokal. Meskipun regulasi sudah
mengatur pemberdayaan masyarakat, kenyataannya masih banyak masyarakat yang belum
terlibat aktif. Rendahnya pemahaman tentang pentingnya peran mereka dalam pengelolaan
wisata menyebabkan kontribusi masyarakat minim. Padahal, keterlibatan masyarakat
sangat penting dalam memberikan pengalaman wisata otentik serta mendukung
keberlanjutan destinasi.
Faktor kelima adalah infrastruktur yang tidak memadai. Kondisi jalan yang rusak,
terbatasnya fasilitas kesehatan, kurangnya akomodasi, serta minimnya sarana pendukung
wisata mengurangi kenyamanan dan keamanan wisatawan. Infrastruktur yang buruk juga
berdampak pada turunnya kepuasan pengunjung, sehingga berpengaruh pada rendahnya
angka kunjungan ke Mentawai.
Faktor keenam adalah lemahnya regulasi dan penegakan hukum. Meski Perda sudah
mengatur jelas tata kelola wisata, pelanggaran seperti pembangunan yang tidak sesuai
aturan atau aktivitas merusak lingkungan sering terjadi. Sayangnya, pelanggaran ini jarang
disertai sanksi tegas, sehingga regulasi menjadi kurang efektif. Lemahnya penegakan
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hukum juga membuka peluang praktik tidak adil, bahkan korupsi, dalam pengelolaan
destinasi wisata.

Faktor ketujuh adalah promosi dan pemasaran yang belum maksimal. Mentawai dengan
potensi selancarnya yang mendunia masih belum dikenal luas, baik di tingkat nasional
maupun internasional. Kurangnya strategi promosi yang terstruktur dan berkelanjutan
membuat destinasi ini sulit bersaing dengan daerah lain. Minimnya pemanfaatan media
sosial dan teknologi digital semakin membatasi jangkauan promosi, padahal keduanya
merupakan sarana efektif dalam menarik wisatawan di era digital saat ini.

Optimalisasi Pengalokasian Dana untuk Pengelolaan dan Pengembangan Wisata

Dalam rangka mengatasi hambatan-hambatan implementasi Perda Nomor 2 Tahun
2015 tentang pengelolaan wisata selancar di Kabupaten Kepulauan Mentawai, diperlukan
beberapa solusi strategis yang dapat dilakukan secara terarah dan berkelanjutan.(Rafael
Sarimurat, personal communication, 2025)

Pertama, meningkatkan koordinasi antar pihak terkait. Koordinasi yang baik dapat
diwujudkan melalui forum komunikasi atau rapat rutin antara pemerintah daerah, dinas
pariwisata, pelaku usaha, dan masyarakat lokal. Dengan adanya mekanisme komunikasi
yang terstruktur, setiap pihak dapat memahami kebijakan yang diterapkan, menyamakan
persepsi, serta mempercepat pengambilan keputusan. Hal ini sejalan dengan pendapat
Siregar (2017) yang menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan
pelaku usaha untuk mendukung efektivitas pengelolaan pariwisata.

Kedua, peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM). Keterbatasan tenaga
terampil dalam sektor pariwisata dapat diatasi melalui pelatihan berkala yang mencakup
aspek manajerial, teknis, keselamatan, hingga pemeliharaan lingkungan. Program
pengembangan SDM yang berfokus pada kebutuhan sektor pariwisata akan meningkatkan
kualitas pelayanan dan daya saing wisata selancar di Mentawai. Hal ini didukung oleh
Nugroho (2019) yang menegaskan bahwa peningkatan kapasitas SDM menjadi faktor
utama dalam keberhasilan pengelolaan destinasi wisata.

Ketiga, pengalokasian dana yang memadai untuk sektor pariwisata. Pemerintah
daerah perlu menempatkan pariwisata sebagai prioritas dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD), sekaligus menggandeng pihak swasta dalam pengembangan
infrastruktur dan fasilitas wisata. Pendanaan yang cukup akan menunjang promosi,
pembangunan sarana pendukung, serta pengelolaan wisata selancar secara berkelanjutan
(Purnomo, 2018).

Keempat, meningkatkan partisipasi masyarakat lokal. Masyarakat harus dilibatkan
melalui program pemberdayaan, sosialisasi rutin, serta keterlibatan langsung dalam
aktivitas pariwisata seperti pemandu wisata atau pengelolaan homestay. Partisipasi ini
akan menumbuhkan rasa memiliki terhadap destinasi wisata sekaligus memberikan
dampak ekonomi langsung bagi masyarakat (Haris, 2020).

Kelima, peningkatan infrastruktur wisata. Pemerintah perlu membenahi akses jalan,
fasilitas kesehatan, tempat parkir, serta sarana pendukung lain yang menunjang
kenyamanan wisatawan. Infrastruktur yang baik tidak hanya memperbaiki pengalaman
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wisatawan, tetapijuga meningkatkan daya tarik Mentawai sebagai destinasi wisata selancar
kelas dunia (Hidayat, 2018).

Keenam, penegakan hukum yang tegas. Pemerintah daerah harus memastikan
regulasi dijalankan secara konsisten dengan melakukan pengawasan yang ketat serta
memberikan sanksi yang sesuai terhadap pelanggar. Penegakan hukum yang tegas akan
menjaga kelestarian lingkungan dan keberlanjutan pariwisata selancar (Widodo, 2017).

Ketujuh, meningkatkan promosi dan pemasaran wisata. Pemanfaatan media digital,

media sosial, serta kerja sama dengan agen perjalanan internasional perlu dimaksimalkan
untuk memperkenalkan Mentawai ke pasar global. Promosi berbasis digital terbukti lebih
efektif dalam menjangkau wisatawan secara luas dan cepat (Mulyani, 2016).
Dengan strategi-strategi tersebut, diharapkan hambatan dalam implementasi Perda Nomor
2 Tahun 2015 dapat diminimalisir, sehingga pengelolaan wisata selancar mampu
memberikan kontribusi optimal terhadap peningkatan PAD Kabupaten Kepulauan
Mentawai.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa
implementasi Perda No. 2 Tahun 2015 tentang retribusi wisata selancar di Kabupaten
Kepulauan Mentawai memiliki potensi strategis dalam meningkatkan Pendapatan Asli
Daerah (PAD). Namun, efektivitas pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah hambatan
yang signifikan. Hambatan tersebut meliputi lemahnya koordinasi antar pemangku
kepentingan, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, minimnya alokasi pendanaan,
rendahnya partisipasi masyarakat, terbatasnya infrastruktur dasar, lemahnya penegakan
hukum, serta kurang optimalnya strategi promosi pariwisata, khususnya dalam
pemanfaatan media digital. Kendati demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa
peluang pengembangan sektor pariwisata, khususnya wisata selancar, tetap terbuka luas
apabila berbagai kendala tersebut dapat diatasi melalui solusi yang tepat. Upaya yang
dapat dilakukan meliputi penguatan koordinasi antar lembaga, peningkatan kompetensi
SDM pariwisata, optimalisasi alokasi dana, pemberdayaan masyarakat lokal, perbaikan
infrastruktur, penegakan hukum yang lebih konsisten, serta pemanfaatan strategi promosi
berbasis digital. Apabila langkah-langkah tersebut dijalankan secara konsisten dan
berkesinambungan, maka sektor wisata selancar Mentawai berpotensi menjadi salah satu
pilar utama peningkatan PAD sekaligus memberikan kontribusi nyata terhadap
kesejahteraan masyarakat daerah.
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